
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Konstruksi desentralisasi fungsional dalam kebijakan desentralisasi di
Indonesia (studi pada sektor irigasi, pendidikan, dan perdagangan
bebas)  = Construction of functional decentralization in Indonesias
decentralization policy study on irrigation education and free trade
sectors
Alma`arif, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20454198&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penelitian ini menganalisis praktek pengelolaan irigasi, pendidikan dan perdagangan bebas dihubungkan

dengan konsep desentralisasi fungsional dalam kerangka kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivis yang biasa juga disebut pendekatan

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor

yang menyebabkan tidak diadopsinya desentralisasi fungsional dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia

pada urusan pengairan, pendidikan, dan perdagangan bebas. Tidak diakomodasinya lembaga politik,

independensi petani, integrasi sungai dan jaringan irigasi, dan konstitusi negara merupakan faktor-faktor

dari urusan irigasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan desentralisasi fungsional tidak diadopsi pada

urusan pendidikan adalah eksistensi dewan pendidikan, independensi sekolah, devolusi pengelolaan

pendidikan, dan konstitusi negara. Sementara untuk urusan perdagangan bebas, faktor kelembagaan

pemerintahan Batam, struktur keanggotaan dewan kawasan, ketidakjelasan BP. Batam dalam sistem

ketatanegaraan, serta konstitusi negara menjadi faktor tidak diakomodasinya desentralisasi fungsional pada

urusan perdagangan bebas. Pada umumnya, pengaturan oleh konstitusi merupakan penyebab umum tidak

diadopsinya desentralisasi fungsional. Konstruksi tata kelola desentralisasi dalam kebijakan desentralisasi di

Indonesia kedepan khususnya pada sektor irigasi, pendidikan, dan perdagangan bebas dapat dilakukan

secara bertahap dimulai dari kerjasama antar daerah, kolaborasi pusat dan daerah dalam bentuk dewan

hingga menuju pembentukan lembaga berbasis desentralisasi fungsional.

......

This research analyze the practice of irrigation, education, and free trade governance linked with functional

decentralization concept in Indonesia decentralization policy frame. This research use constructivist

approach and qualitative descriptive method. Research result find several factors that cause functional

decentralization in Indonesia decentralization policy for irrigation, education, and free trade is not adopted.

Political institution is not adopted, independence of the farmers, integration of river and irrigation web, and

state constitution, are the factors from irrigation side. Several factors in education are the existence of

educational boards, the independence of school, devolution in education governance, and state constitution.

For free trade, the institution of Batam governance, members structure in Batam boards, the uncertainty of

BP. Batam in Indonesia administration structure, and state constitution, which make functional

decentralization is not adopted. Generally, state constitution is major factor of functional decentralization is

not adopted.The Construction of Decentralization in the Future of Indonesia Decentralization Policy

especially in irrigation, education, and free trade can be done gradually begin from inter local government

cooperation, state local collaboration in boards until establishing the functional decentralization

organization.
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